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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :
PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2,
pekerjaan XXXXXXX XXXXXX XXXxx, tempat kediaman di
Kampung Karang tengah, xxxxx xxxxx, Kab. Bandung
dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Nandang
Bisri, S.H., SPI, advokat yang berkantor di Kampung
Sukamanah RT.03 RW.03 Desa Bojongkunci, Kecamatan
Pameungpeuk, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan
Register Kuasa Nomor 1055/Adv/VI1/2020 tanggal 02 Juli
2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan XXXXXXX XXXXXX XXXXX, tempat kediaman
semula di XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXxxX, Kab. Bandung,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa alat bukti;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02

Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,
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Nomor 3837/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 02 Juli 2020, telah mengemukakan
dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:
1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam
hubungan hukum sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 26
Mei 1996, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan,
Kab. Bandung, dengan kutipan Akta Nikah No0.328/223/V/1996.
2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami
istri dan membina kehidupan berumah tangga di KampungKarung
tengah, XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX dan di
karuniai satu orang anak. || GTcNIzINzNINININININININININGNNNN
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia
tetapi tidak dapat dipertahankan lagi dan sering terjadi cekcok dan
perselisihan dan mulai tidak harmonis dan mulai sering bertengkar sejak
2012.
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi puncak pertengkaran
yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat kediaman
bersama 2015.
5. Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat oleh karena
Perselingkuhan.
6. Bahwa karena tidak harmonisnya rumah tangga menyebabkan
terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya
terus menerus sulit untuk di damaikan lagi.
7. Bahwa keadaan rumah tangga yang seperti demikian, jelas telah
kehilangan rasa kasih sayang antara seorang istri dan seorang suami
dengan kata lain suatu ikatan perkawinan yang telah PECAH sulit untuk
mewujudkan tujuan berumah tangga yang Sakinah Mawadah Warrahmah.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq; majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2. Memutuskan menjatuhkan talak satu ba‘in sughro dari Tergugat ([l

) kepada Penggugat (I

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 3837/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keadilan

dengan putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
didampingi kuasanya telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggilan
tertanggal 13 Agustus 2020 dan 28 Agustus 2020 Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan,
maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat
dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat
rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun ternyata tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan
gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan
gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa Penggugat sebagai XxxxXxxx XXXXxX Xxxxx, telah mendapatkan
izin perceraian dari atasan yang berwenang berdasarkan surat Nomor
800/25/BKPSDM/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretariat
Daerah;

Bahwa dengan adanya surat izin perceraian dari atasan yang
berwenang, maka penggugat telah memenuhi persyaratan administratif
pengajuan perceraian bagi XXXXXXX XXXXXX XxxxX, dengan demikian gugatan
Penggugat dapat diproses sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
3204155506670004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi
Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/223/V/1996 tanggal 26
Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kab.
Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI
1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXXXX
xxxxX, tempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG. Saksi adalah saudara
sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai
suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di Kampung Karung tengah, XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, Kec.
Pangalengan, Kab. Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi saksi pernah melihat antara Penggugat dengan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2015;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap
mau bercerai dari Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat
tinggal di KABUPATEN BANDUNG. Saksi adalah adik kandung
Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai

suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Kampung Karung tengah, XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, Kec.

Pangalengan, Kab. Bandung;

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat rukun dan harmonis hamun sejak tahun 2012 mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi saksi pernah melihat antara Penggugat dengan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

tahun 2015;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap

mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan  saksi-saksi  tersebut, = Penggugat
membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau
memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis

hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang
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perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian
dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki /legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40
dan Pasal 63 Ayat (1) huruf () Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini
merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut
Penggugat hadir secara pribadi (in person) di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil
dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat
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tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu
majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi
dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR, dan Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus
secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi,
namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati
Penggugat dalam rangka perdamaian dengan Tergugat agar Penggugat tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan
demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah
lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan
(2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,
majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa izin perceraian penggugat
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang 1zin Perkawinan Dan Perceraian Bagi XXXXXXX XXXXXX XXXXX.

Menimbang, bahwa penggugat telah memiliki izin perceraian dari
atasan yang berwenang, oleh karena itu gugatan penggugat telah memenuhi
persyaratan administratif dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan
alasan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat
mempunyai hubungan dengan wanita lain hingga akhirnya Penggugat dan
Tergugat tahun 2015 sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak tidak
ada hubungan lahir maupun batin;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut
diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan telah mengakibatkan
rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,
Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim
berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan
perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk
mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di
persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta
autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (vide
Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan
dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat
(3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena

itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga
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dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan
berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak principal (natuurlijke person)
yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok
perkara (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di
persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis
hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah
memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah
memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima
dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak
pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan
dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat
bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti
sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat
dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang
diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua
orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-
masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan
persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta
tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara
materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2015 sampai sekarang
dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana
saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di
atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai
dengan ketentuan Pasal 144 HIR jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR,
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sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat
dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan
Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, serta
dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah
dikonstatir sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
sudah dikaruniai satu orang anak;

e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat mempunyai hubungan
dengan wanita lain;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 tidak pernah
tinggal bersama lagi serta antara mereka sudah tidak saling peduli lagi
sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;

e Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

e Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela
kepentingannya;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah
menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil
gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut
dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus
dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan
lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang
puncaknya antara Penggugat dan tahun 2015 sampai sekarang dan selama
itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim
berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat
dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah

tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri;
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Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat
berpisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan
lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan
telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan
kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah
berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap
mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena
Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim
berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan
untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut,
merupakan fakta yang dikonstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi
yang telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh
karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang
demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan,
setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan
tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab al-Asybah wan

Nadhaair halaman 62, yaitu :
o - T
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yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari
pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis
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hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa
perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :
“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah
satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,
merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;
Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis
hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa tanggal 08 September
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah, oleh
kami Suharja, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Kadafi
Bashori, S.H.l. serta Kamil Amrulloh, S.H.l. masing-masing sebagai hakim
anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan
didampingi oleh Alfath Ibrahim, S.Sy. sebagai panitera pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota | Ketua Majelis
Muhammad Kadafi Bashori, S.H.l. Suharja, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Il

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Alfath Ibrahim, S.Sy.
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Perincian Biaya Perkara:
1 Pendaftaran © Rp. 30.000,00

2 Proses : Rp. 50.000,00

3 Panggilan Penggugat : Rp. 85.000,00
4 Panggilan Tergugat : Rp. 200.000,00
PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

6 Redaksi : Rp. 10.000,00

7 Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 401.000,00
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